Salinan

Menimbang

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja  digunakan sebagai pedoman  dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis
kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat
terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek
fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran
tugas pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun
Anggaran 2022;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor BT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten

Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam

penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.



BAB. II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang
efektif, efesien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan
dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi
pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama
kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang
menyebabkan inefisiensi anggaran;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
Keuangan Daerah;

d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja
yang jelas; dan

e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan
aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian
anggaran.

BAB III
PENERAPAN ASB

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari :
a. Bidang Cipta Karya (Gedung dan Bangunan);
b. Bidang Pengairan; dan
c. Bidang Bina Marga (Jembatan).

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap
kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD,
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(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang
sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB
kegiatan sebagaimana dimaksud.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka
penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanan ASB dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan
ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek
belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

Diundangkan di Bojonegoro ANNA MU’AWANAH
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

-

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




